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KUTARADJA, 10 Oktober 1952,=

No, 8049/5/Um.

Lampiran : 2,=
Peri hal : Kerdjs sama gntara Kepela
Daerah den Kepala Djawatan

dan Organisasi2 lainnja,=
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Asli perita Rapat dengan semua Kepalal2 Djayatan
Sipil (mentral dan Propinsi) pada tanggal 9 Oktohsr 152
(Tentera sebazal Penindjau) dan salinan surat Perdana
Menteri tanggal 31 Mei 1952 No, 11422/52 (surat edaran

No, 2/R,1/1952),-
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Dikirim dengan hormat kspada Saudara Bupati2/liee
danag2 Seluruh Atjeh, untuk dimeklumi dan seperlunja,=
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% Dihp % S
iR Ak o e BAPAT dancan semua Kepala2 Djawatan Sipil (sentral can

prcepinsi) pada tgl, 9 October 1982,
(Tentara cetczal penindjau )
sheok s i ke okoke o

Acendas @) gurat Povdana Manterdl tnl; 31=5=1952 No,
11432/52 (surat edaran Ko, Z/RUI.IIQSB)

b) laporan politik Pamong Pradja,
¢ s sfe o oo R SR ek e
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g Selama inl didelam Negara kita tidak ada koordinasi peme=
rintahan jang sehat (salah satu sebad gezagscnisisg),

Setiap djawatan ssolah~olah merasa dirinja jang terpenting,
tidak tahu menahu akan < jawatan2 lainnja, Mer ko naunia tundok
kepada Pusatnja masing2 %x@gﬁ&ﬁg}mﬁn@g@)o.ékibat dari tilak adanj;a
kardia~sama ini, maka didaerah ticak ada kebulatan pemerintalian

siwupang siur, %ahkan pertentangan kadang?),

2

Untuk mentjapai kebulatan pemerintahan perlu adanja kerdja-
sama (gamenspel) jang harmonis seperti da=lam permainan orksst,

Dldalam orkest perlu ada kapslmeester. djuga didalam >
semerintahan harus ada kapelmeester Jang menghimpun (po.lrron

P

negn) usaha2 pemerintahan disegala lapangan,
2 2

Didalam praktek kepala2 djawatan seringkali tidak mengakut
akan adanja kapelmeester inil (kepala daerah)

Se da e

(2) setjara umum ¢ (1) naweeBn revolusl (2) mabok kemerigkaan
(3) beladjar kemerdekaan,

(b) Ditindjau lebih-landjut ¢ (1) stil verzet tegen de herinnerins
gan de centr:ke positie van de Kepala Daerah (keengganz:n aka:x
diperingatkai: kembali kepada pemusatan kekuasaan pada Kepala
Daerah) dizaman pemerintahan autokratils jang telah Iampan,
(pemerintahan’ (bestuur) dulu adalah pangreh pradials (2) cuwens
nigheid t,o,v, gezag (overwicht) (rasa tjanggung terhadapser
perbawa) dari Kepala2 Dasrah sekarang,

(¢) Ditindjau lebih landjut lagi : keragu=taguan tentang keiidi™=n
jang tergantung (hangende positie) dari Pamong Prad.a didaion
pemerintahan demokratls sekarang inil berhubung Undang=indang
No, 22 thn,l1948,

Inl pokoknia,

t
:l£‘#

v,

Keragu=raguan dalam hal tersebut telah dihilangkan denpen
dikeluarkannja surat Perdana Mgnterl tgl, 31=5-1952 No, 1143%/ .2
(surat edaran No, 2/R,I,/1952),

i Dengan tegas diperintahkan oleh Perdana Menterl, bahwa ka-
prala2 Djawatan harus mengadakan hubungan kerdja sama Jjang era’
dengan para kepala Daerah (Gubernur, Reslden, Residen=Koordinateo,
Supati, Wall Kota, Wedana dan Assistent Wedahm (TPamet),
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mana termaktub keki: gaan koordlrzs o \uav} cerd sipil jeng baraGa dqids
daerahnja, Koordluasﬁ tu tidak samrai Lorartl tlampur tapgan | .an~m
sung dalan pelaksanaan.tugas d]awatan2 dan organisasiz vewtmxul
~i%u Jang bersifat semata-mata eohnis dan ¢ qm;pﬂstraﬁigﬁ,

V}

Untuk kebldjaksanaan W pemerintahan sipil 1Inl jang berad:
dibawah plmpinan Kepala Daerahy maka Kepala2 Djawatan dan Czgand=
gesi2 tersebut @

a) mengadakan hubungan jang rapa’ dengan Ksvela Daerah sehingge i
dapao mengikaul pexrizembangan ”Jamatan? den dapat memberl pavs
timbengang jang bergunag

b} men§irimkan kepada Kepala2 Dagrah, untuk dimaklumig %turunan
larl surat2 jang bersifat penting,

¢) memderikan segala kelerangan2 jang diminta oleh Kepala Dacrah,
i

enve"1° Undang2 Noa 22 tlmo ad‘s “adalah pelaﬂsa:f"n tJ ta
"inceran Jang demokrn.;q, Undang? inl barulah mezupaicn vic
vokck (organiek) pemexintahan dacrah, Untik dapat berlaku x
rerlebih dulu adanja beberapa Lndanoz pelaksanaan (witvosyinesvoores
nrlftcn). sedangkan daerah2 oitonoom harus dibentuk darzan Urd:

pﬂnuenmul

Seiara undang2 pslaksanaan (Can pemocnuuft ) Ind-balum ada
mka Updang2 No, 22 vhn. C423 hapnjaiah ﬂen-ja 1 pgdoran, Dﬂe“ala
bonoom jang kind tel barulah 1@”unauqn dgereh olonoon
igfazto, belum 60 3
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Walaupun demikian, positisf recht ini harus dlfafalrlandan
dipraktekkan sesual dengan dgwwa rerdjuanpgan kemerdelaeon :'~

Apabilla pamong pradja dimasa jang lemzau merupskin n 5"
Bg ndjadirhan, maka kini instansl tersebut me’upalan alat ke
Dulu Jang disebut pemovgntahan (bestuur; adalsh poacz

&

d a pangren prad3a) sekarang pemerintahan adalah rangi aaqn

Ea-;agm seluruhnia (uermﬁvwn cwvga pamong pradja) dita

xepals Dacpah mem*uh’a% hﬁdt"? nn jang Le“ttJ sabagal

nemegans pimpiﬁan lea i pemerintasda sip1¢ o”
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Bupati/Uleebalang diberis kedudukan jang fundamenteel (hak keturu=
nan) jang tidak dapat diganggu-gugat (Beter 14 residenten te onte
slaan dan een Regeni=Juiva), Tetapl pada hakekatnje Bupatl adalah
budak sebab hanja wadjib melakukan perintah dari atasan sadja dan
tida k berhak berbrat apa2 (Ass, Resident sebagal dwars=kijker),

. Didalam pemerintahan collegiaal (Undang2 No, 22 thn, 1948)
nantli, Kepala Daerah hanja orgaan darl pemerintahan oleh Rakjat,
dari Rakjat dan untuk Rakjat,

VIIX,

D41 Bab III diterangkan tentang s ebab=sebabnja Djawatan2
kadang2 tidak begitu memperdulikan Kepala Daerah, &da satu dian=-
taranja jang perlu kamil "itjarakan disinil lebih landjut,

Dlzaman sekarang bangak pegawal Jang suka mengasal=-asalla:
pegawal2 lainnja, Misalnja terhadap pegawalZ2 baruy jang kedudukan:
nja dipandang tlda=k sesuai densan pendidikan dan pehngalamannja .
Terhadap golongan pegawail2 inilah kepala2 Djawatan (tenzaga2 ahl:i}
seringkali merasa ragu2 untuk bekerdja scma, Mereka menganggap
~dirinja lebih pintar, Ini tak é=zpxk lain darl pada akibat kurang

zelfkritiks= terhadap dirinja sendirl, Sebab apabila direnungkan,
maka kebanjakan tempat jang didudukl oleh seorang Kepala Djawatan
djuii agﬁk terlalu tinggi %tidak sesual dengan sjarat2 jang se=
mestinja), ]

Djadi tidak perlu kita saling mengasal=-asalkan, Kita hanje
mémandang kepada ketetapan darli Pemerintah dan memakal kenjataan -
inl sebagal dasar untuk melakukan kewadjiban kita sebagail pegawei.,

Pada saatnja Negara kita merdeka dan berdaulat, maka bewu ...
ada batu lontjatan untuk menggerakkan pemerintahan, Satu diantar: -

nja ialah menetapkan (bekrachtigen) pegawal2 pada kedudukannja pa-
da waktu itu Jang asalnja dari beberapa sudut dengan pendidikan

dan pengalaman jang beranecka warna, Inl hanjalah sebagal gtariine-

polnts sebab pemerintahan harus berdjalan,
X (b)

Sehubungan dengan inig maka perlu diketahul, bahwa Pamong
Pradja sekarang diwadjibkan membuat Jlaporan politik (periodicke
politieke rapporten), :
Ditiap2 kantor kabupaten ada Bhg, Politiek jang ditugaskan untuk
membuat laporan2 tersebut,

Dengan adanja tugas baru ini, maka KepalaZ2 Dgawatan perlu
lebih erat berhubungan dengan Kepala Daerah (Bupati)s sebab banjak
bahan2 jang akan dimintanja oleh Bupati dari Djawatan2 masing2,

X

Perlu diterangkan, bahwa sifat laporan polltik jang dimak=
sud berlainan sama sekali dengan laporan politik dizaman Hindla
Belanda bverhubung dengan tudjuan jang berlainan, :

Pemerintanan Hindla Belanda dulu adalah pemerintahan kolo=-
niaal Jang memandang segala partij politik (kanan ateu kirl) se=
pagai musuh (potentieele/s P,K.I,y Budi~Utomo), Gerak=gerikrnda haw
rus gelalu diawasl untuk ditiniss djika bertentengan dengan tudjuan
kolonlaal, ; ' ,

_ lain halnja dizaman sekarang, Pemerintah hanjalah pelsis

darl Rakjaty RakjJat adalah padlikan, Segala usaha2 pemerintcnan
harvs digesualkan dengan kehendak Rakjat, Politik Pemerintah harus
gesual dengan sociale en economischae yverhoudingen Jang hidup dalam
masjarakat,

Pemerintal] =4 =
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Pemerintah (Ch?“ﬂwh53 h@ntpz"ﬁvDa,am Wegeril) hanja akan me=
w;"uf% dirgan inl djlka tersedia lapo~
’:'}4q7 menggembarkan keadaan daerah

Iaporan politik harus ghiektief (gere=cods), Tidak ada gunae
nja laporan dibikin~bikin (palsu), Sebab ccmua insvansl djuga mem-

buat laporan2 sendiri (Polisi, Bentnr¢ D'Juatha;g

. y "Kalau semua diam, toch’ d juga akan divetahul (resclusi, payr=

eman),

XIE,

Hanja dengan laporan politik jang oblektief Pemerlntahan
dapat mendjalankan helsaid jang dihgdiati oleh Rakgqt hingga thJa+
pertjaja kepada Peuerintahnja, Pada saat Pemerintah 5ibentj*
RakjJat, maka gezag Pemerintah hilang (mend jadi totaliter a“LO(ln:

RITT 4

Djika Kepala Daerah perlu keterangan2 dari Djawatan uniijic
42 poran2 politik, harus diberikannja (kalau perlu con_;ﬁpﬁv lp;) o
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Salinan,
KABINET PERDANA MENTERI TEMBUSAN,
REPUBLIK INDONESTIA :
DIAKARTA, DJakarta,_Bl Mei 19252,=
No. : 11432/52,

Lampiran: =,-

Perihal : Kerdja=-~sama antara
Kepala Daerah dan Kepala
Djawatan dan Organisasi?2 lainnja.

s BT s skoE dle g e e ek ve ok g 2l o TR e

SURAT EDARAN,
No,2/R.I./1952,

1,  Pemerintahan Negara kita terdiri atas sedjumlah Kementerian,ma-
singZ terbagl atas baglan-bagian,djawatan2 dan organisasiZ lain seper=
s b1 tersebut dalam Peraturan Pemerintah No,20 tahun 1952, :

Banjak dari antara djawatan2 dan organisasiZ lain itu mempunjal susu-
nan dan hierarchie vertikal dari badwdh (didaerah) sampail kepusat Ke=-
menterian atau sebaliknja.

Pada hakekatnja,seperti tersebut dalam pasal & Peraturan Pemerintah
No,20 tahun 1952, susunan vertikal itu hanja diladakan, djika t(<rinjata
bahwa tugas Jjang harus diselenggarakan didaerah ituytidak dapat dicze-
rahkan kepada instansi jang telah ada didaerah itu,walaupun dengen
memperkuat instansi itu dengan tenaga2 chusus Jjang dipandang periu,

2., Karena susunan vertikal tadi, technlis dan administratief djawatan
dan organisasi vertikal itu hanja tunduk kepada pimpinan jang disusun
vertikal sampal pusatnja masing? dengan melalui salursn Gubernur dan
Kepala Daerah lainnja (Resicen/Residen Koordinator,bupati,Wali Kota,
Wedana dan Asisten Wedana atau Tjamat),

3. Namun demikian adalah pula suatu ketentuan dan kenjataan,bahwa
para Kepala2 Daerah tersebut su? 2,ketjuali merurakan Kepala terhadap
daerahnja,djuga mendjadi orgaar dari Pemerintah Pusat dah merupaian
instansi jang memegang pimpinan mendjalankan kebldjaksanaan vmum peme=
rintahan sipil didaerah, didalam mana termaktub kekuasaan koordinasi
djawatan2 sipil jang berada didaerahnja.

Xoordinasi 1tu tidak sampai berarti tjampur tangan langsung dalam peo-
laksanaan tugas djawatan2 dan organisasi2 vertikal itu, jang bersilat
semata-mata technis dan administratief,
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4, Berdasarkan hal2 itu, untuk mentjapai koordinasi jang dimak-
sud dengan ini ditentukan bahwa Djawatan2 dan organizasi2 si-
pil didaerah dengan tldak mehgurangi pevtﬂnggungan djawab
menurut hlerarchle verkikal/ wadjib seleluv mengadakam hubungan
kerdja=sama Jjang sebaik-baiknja dengan para Kﬂpala Daerah, jang
berarsi bahwa Kepala2 Djawatan dan Organlsasi° tersebut ;

/tersebut

a, moigadakan hubungan jang rapat dengan Kepala Daerah jang
nersangkutan,sehingga Kepala Daerah dapat mengikuti per-
xembangan Djawatanz dan dapat memberi pertimbangan2 jang
her una g

Fe nengétimkan kepada Kepala Daerah,untuk dimaklumi,turunan
iari surat2 jang bersifat pentlng,

¢, nemberikan segala keterangan2 jang diminta oleh Kepala
Jaeran, -~

PERDANA MENTERI,
d,t.0,Mr WILOPO,
Kepaca:l.Semua Menteri, ) Untuk sakinan jang sama bunjinja:
g, * Secretaris JKepala Sub-Bagian Arsip Ekspedisi KDN;
Diendra. Kementerian ) dto, M,K.Adiwidjaja. 1,c,.
3,Xspala Djawatan Ke- ) untuk di-
polisian Negarh, ) teruskan kepada
) Kepala2 Djawatan2
dan organisasi vertikal didaerah,
agar didjalankan

Untqk cal*ngn ketiga kalinja: UNTUK salinan jang KE-DUA kalinjag
X e i 4. Wedana d/p,

3 > s : dto.
Copm et ( HASAN BASRI )




